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	PEMERINTAH  KABUPATEN  BOYOLALI

KECAMATAN BOYOLALI
Jl. Pandanaran 230 Boyolali Telp.322285 57313 Boyolali


KEPUTUSAN CAMAT BOYOLALI 
NOMOR : 068.2/         TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA 

KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI 

CAMAT BOYOLALI
Menimbang    :  a.
bahwa guna kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan kerja pada Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dipandang perlu membakukan prosedur kerja yang tetap dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Boyolali;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.AN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/06/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 52);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:


KESATU
:
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, sebagai berikut :

A. Kesekretariatan
1. SOP Surat masuk

2. SOP Surat keluar

3. SOP SPPD

4. SOP Kenaikan pangkat

5. SOP KGB

6. SOP Pensiun

7. SOP Cuti

8. SOP Penyusunan Renstra

9. SOP Penyusunan Renja

10. SOP Penyusunan RKA

11. SOP Penyusunan LAKIP

12. SOP Penyusunan Laporan bulanan belanja langsung

13. SOP Penyusunan laporan semesteran/Prognosis
14. SOP Laboran keuangan semesteran dan akhir tahun

15. SOP Pengajuan anggaran LS

16. SOP Pengajuan anggaran kegiatan dengan GU

17. SOP Pengajuan uang muka kegiatan

18. SOP Perbendaharaan

19. SOP Pengajuan gaji PNS/CPNS

B.  Seksi Pemerintahan
1. SOP Penyusunan laporan bulanan kependudukan

2. SOP Penyusunan laporan PBB

3. SOP Legalisasi permohonan KTP, KK, Akte kelahiran

4. SOP Legalisasi pengajuan pindah penduduk ke luar Kabupaten

5. SOP Legalisasi pengajuan pindah penduduk dalam satu Kabupaten

6. SOP Legalisasi surat keterangan ahli waris

C.  Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum
1. SOP Permohonan legalisasi/rekomendasi proposal bantuan yang bersifat ekonomi.
2. SOP Laporan bulanan harga pangan strategis

D. Seksi SPM
1. Dispensasi Nikah

2. SOP Legalisasi surat keterangan Jamkesmas dan KK miskin 

3. SOP Permohonan legalisasi/rekomendasi proposal bantuan.
E. Seksi Trantrib

1. SOP Legalisasi perijinan IMB, HO, ITU, SIUP, DP/ijin prinsip

2. SOP Legalisasi SKCK

KEDUA
:
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Boyolali

Pada tanggal  :  3 Januari 2022
CAMAT BOYOLALI
SUWARNO
Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Boyolali;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Pertinggal.
� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���








PAGE  

_1368075015.psd

